
BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 10 TAHUN2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
IIOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAIIUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang

c.

b.

BUPATI PUI,ANG PISAU,

bahwa memperhatikan Nota Pertimbangan Tim TAPD
Kabupaten Pulang Pisau Nomor 17 Sekr-TAPDIIV l2ol8
Tanggal 20 April 20 18 tentang Pertimbangan usulan
penambahan dan pergeseran anggaran kegiatan
mendahului perubahan APBD Kabupaten Pulang pisau
Tahun Anggaran 2018;

bahwa memperhatikan surat Kejaksaan Negeri Kabupaten
Pulang Pisau Nomor B-6101Q.2.12.7 |TP4D.1 l07 l2OI8
Tanggal 13 Juli 2018 tentang Pendapat hukum (legal opini)
dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan
Pembangu.nan Daerah Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka dengan memperhatikan Pasal 160 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedomal Pengelolaan
Keuangan Daeralt, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wal<il Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2O1 7 tel:tarrg Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Tahun Anggaran 201 8, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Mendahului Perubahan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2018;

d. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2Ol7 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang

4.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi,Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
dan Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Nomor
18, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tenlan'g Pemeriksaan
Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44o0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

2.

3.

5.

6.

7.



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

tentang
(Lembaran
Tambahan

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O00
Nomor 27O, Tarnbaltan l-ernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanal Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan f,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20ll tentarg
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2)ll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);



t9.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a614);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6O41);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Tahun 201 1 Nomor 3 10);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua

20.



Menetapkan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

24. Peraturan Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 657);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repub[k Indonesia Nomor
33 Tahun 2Ol7 terltarrg Pedoman Penl.usunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 825);

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
ll7 IPMK.OT l2OI7 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Batas
Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Batas Maksimal Delisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal
Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018;

27. Perat:uran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun
2OO7 tenlang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007
Nomor 016);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016
Nomor O4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun
2Ol7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 Nomor 01O);

3O. Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 25 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2O17 Nomor
02s).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PULANG PISAU NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun
2Ol7 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 Nomor O25),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah
1. Semula Rp. 1.045.534.453.27,51
2. Bertambah/ (berkurang) RP. 0,OO

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.045.534'453.27 '5I
b. Belanja Daerah

1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belalja setelah Perubahan

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan

c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan

a) Semula
b) Bertambah/ (berkurang)

.Iumlah Penerimaan setelah Perubahan

Pengeluaran
a) Semula
b) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah
perubahan

Rp. L.028.292.619.OO2,89
Rp. 1.845.806.000.00
Rp. 1.03o.138.42s.002,89

Rp. ls.s96.O28.267,62

Rp. 8.so0.000.ooo,00
Rp. O.OO

Rp. 8.500.000.000,oo

Rp. 25.74t.834.267,62
Rp. o.oo
Rp. 25.741.a34.267,62

(Rp. 17.241.834.267,62)

.)

Sisa lebih pembiayaal anggaran (SILPA) (Rp.
tahun berkenaan

1.845.806.000,00)

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasa,l 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkal dari Peraturan
Bupati ini.



3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peratural Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangal Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal Juli 2018

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal Juli 2018

PIt. SEKRETARIS DAERAII
I(ABUPATEN PULAITG PISAU,

BERITA DAERAH KABTIPATEIT PULANG PISAU TAIIUN 2018 NOMOR

4.

5.


